pembangunaa lmgkungan industri di Kawasan
Bekasi yang disiapkan dengan perkotaannya

Talwan ‘akan: mengsnvestas:kan modalnya

akhir ‘Februari 1alu. ‘Semua ‘agreements it ‘me-
rupakan konsekuensi.dari: globalisasi: ekonomi
dan- teknologi; yang :menyebabkan sekat-sekat
antamegara: menjadizlonggar: 'dan+ bahkan
"hapus”:samasekali‘dalam:konteks merembes-
nya. (pervade, permeate) . akiivitas.. ekonomi,

perkembangan kemajuan teknoiog: dan .per- |
13 R:ioicasx mdustn ;ndustrmya

tukaran mformasa

... Segera setelah peﬁemun -APEC. dt Osaka
Jepang..bulan November 1995, ..Indonesm
mengumumkan beberapa kebijakan deregulasi
yang -intinya -ialah - penurunan - sejumlzh jenis
tarif impor, bukan saja untuk- menindak-lanjuti
peremuzan . :Osaka -tapi - juga sebagai - kon-

perumusan pokok—pokok pemxeran penangu
1 guiangan ke;ahatan bidang. ekonoml dalam era
: pe:dagangan bebas :

| £ investast dan perdsgangan bebas
Agreement) udéh ootlai efektif, Pers:apan ke :
arah it sudah ditata’ dari” sekarang seperti -

“=-Sebagai suatu sistem, maks semua‘negara
di dunia ini:pada dasarnya saling terganiung
(inferdependence). -Negara-negara " industri

| vang sudah mapan (advanced indusirialized

(Kota:-Legenda), - di mana investor Jepang, countries) dan-yang masih- baru” (newly in-

Inggeris, Singapore, Korea Selatan, Hongkong, | ustrialized couniries) serta fiegara-negara e

| dang berkembang (developmg countﬂes) satu
Perdagangan ‘tidak" bisa dliepaskan dari |

invesiasi, demikian'-juga ~dengan “era” per-
dagangan bebasiselalu terkait dengan iovestasi
bebas:: ‘Konsep ‘investasi'dan - perdagangan
bebas ‘dikembangkan lewat APEC; AFTA; dan
Asia-Eropa ‘yang baru ‘saja ‘merumuskan I'zin'gl :
kah-langkahnya - dalam " pertemuan Bangkok -

sama lin sal:ng membutuhkan Tabei benkut
menglkhnsarkan gambaran saimg membutuh»
kan s : - S

© Tabel O}

Tubuagan ‘Saling’ Ketergantungan ' Astira ‘Negara-negara
Industsl Maju . dzn ., Baru dengxn :Negarsnegars. Sedang
Berkembang

KebusuhanNegara-negara ;-
Industri majy dan bars,

‘| Kebutuhan' : Negara-negara “se-:
.| dang berkembang

1 Pasar untuk pfoéuk-produk
nya. .

2. Sumber- sumhcrdaya unmk
kc[mgsungan mdusu'mya

 demd efisiensi. - |

4. Jaminan keamanan atas
investasinya.”

5. Integration into the world

.. sconomy”)

1. Teknologi dan modal unu’
pembangunannya, -,

el Peryasan Iapangan keija. L

3 lnvcslaa umuk pcnmgkatan
© pertembuhan‘ekonomi.

-1 4. Jaminan keamanan atas ke-

pentingan pasioralnya. ...

5.- Industrialization through pro=
lection for infant-industry’).

* Raut Prebisch (1984). :"Five Stages In the Dmclopmcnt of My
Thinking,” - dalam Gerald ‘M, Meier and  Dudly. Sccrs) (Eds.),

Pmmﬂ;ﬂ n.omrmmm,r Mamn Yk Onrfnad dins

BEKUEHET QAT Kebiagan-kebiakan deregilasi
yang ditetapkan sebelumnya, -

- Makalah ini mencoba secara singkat mem-
bahas-beberapa’ implikasi daii investasi- dan
perdagangan: bebas, - uniuk - sampai - kepada

Pertama,

¥

“sesudai berakhirnya Perang

Dingin pada awal 19%0an maka "periempuran”
beralih ke "perebutan” pangsa pasar, di mana
negara-negara indusiri maju dan bary -men-

35




menjadikan negara-negara rsedang-: berkem--
Di “lain pihak,’
negara-negaa :sedang . berkembang memerlu- i
kan teknologi-dan modal untuk pembangunan
ekonominya -supaya ndak terus-menerus :di- -
jadikan’sasaran ekspioﬁasn (lewat penguasaan_

bang sebagai sasarannya.

pasar) oleh negara-negara industri maju dan
baru.

Kedua, untuk menjamin kelangs : ngan dai |7

peningkatan industrinya maka negara-negara
industri maju dan baru membutuhkan sumber-
sumberdaya . yang tidak btsa sepenuhnya

(melalui pembangunannya) beértujuan ‘antara

lain terbukanya perluasan lapangan. kerja. -
Ekspor ‘bahan ‘mentah; *barang’ setengah jadi, -

dan:.produks akhir adalab proses ‘kegiatan
ekonomi - yang- melibatkan - banyak.:.tenaga

dan:terampil juga.mengalir ke negara-negara
yang membutubkannya. Negara-negara sedang

berkembang memetik manfaat dari kebutuhan -
negara-negara indusiri_maju_ dan baru, akan
pemenuhan.. sumberdayanya (mater:al dan

SDM) melalui aktw:tas ekonommya itu.

Ketiga, negara-negara industri ma;u. dan
baru melakukan relokasi
mereka demi efisiensi. Di lain pihak, negara-

negara . sedang. berkembang (termasuk. -In-

donesia) * mengundang - 'investor * ‘untuk
menanamkan modalnya di sektor-sekior yang
dapat - memacu -laju pertumbutian - ekonomi,
Indonesia ' misalaya, mengumumkan  Pakto
1993 . (Paket: Okiober 1993) yang - tidak -lain

deregulasi “impor (x 308 jenis tarif impor |
diturunkan bahkan sampai 0%), “deregulasi -
investasi (investor langsung menga;ukan per-

mohonannya melalui BPN Tk, ID), deregulasi
AMDAL {Analisis - Mengenai.. Dampak . Ling-
kungan). Semuanya berlaku sejak 23 Oktober
1993, dan- ini - merupakan konsekuensi lebih

jauh dari politik pintu terbuka Indonesia yang .
bisa dipelajari dari Undang-undang No. 4/1967 °
tentang ‘Penanaman Modal Asing dan Dalam °

| dustri-industrinya yang masih “bayi
dlcukupl dan poten51 daiam negeri mereka. Di

lain pihak, negara-negara sedang berkembang

industri-industri -

pegara yang sedang berkembang membutub-

kan jaminan keamanan atas kepentingan
nasionalnya . dari . ‘kemungkinan intervensi

asing: ‘baik modal, teknolog1 informasi, mau-
- pun-tenaga. experts ke dalam perekcmom:an
" nasional yang bisa barkenibang ke poliiik dan

Hankamnas.

~Kelima, negara-negara maju menghendaki
integrasi ke dalam perekonomian dunia, se-
dangkan negara-negara sedang berkembang
menghendaki adanya proteksi terhadap in-
s untuk
bisa melaju ke mtegrasa perekonom:an duma'

Dari, (sedxkxtnya) lima hal yang dis
di atas, secara amphsﬁ terlihat . implikasi-
implakasx positif dan negatifnya. bag! hubungan
saling ketergantungan (mteréependency)

| antara negara-negara industei maju dan baru

kerja. Bahkan fenaga kerja yang semi'terampil | dengan., negara-negara  yang sedan

ber«
kembang (termasuk Indonesia). = - :

- Implikasi positifnya- falah: (1) berkembang
nya situast yang kompetiiif (bersaing) dirmana
berbagai "pilihan  tersedia, (2) ‘kemajuan’ di-
harapkan juga terjadi di negara-negara sedang
berkembang karena . pengpunaan teknologi
dan. modal yang bisa memacu. peningkaian
dan perluasan pembangunan di berbagai. sek-
lor yang bisa melahirkan lapangan-lapangan
kerja baru, (3) - berlakunya standardisasi.dalam
brocesses, ouipuss, skills, dan norms! yang me-
menuhi kriteriz internasional; (4) memperkuat
hubungan kerjasama bilateral- dan- muttilateral
yang bisa menumbuhkan . saling pengertian,
(5) - terwujudnya integrasi- ke dalam i per-
ekonomian dunia yang saling menguntUngkan

Imphkam negaz:fnya ialah: (1) kema;uan
ekonomi negara-negara yang' sedang ber-
kembang bisa "didikie’ oleh negara-negara
industri maju dan-bary, misalnya dalam hal
"ecolabelling,” (2) adanya relokasi industri dari
negara-negara industri maju dan baru’ sebagai
bagian dari investasinya bisa'menimbulkan ke-
rusakan lingkungan karena umumnya industri-
industri vang direlokasikan itu sudah diténtang

Megeri,

. Keempat, . negara-negara

sedang - berlcembang. - Di lein pihak, negara-
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| di dalam negerinya oleh masyarkat negara-
industri - maju
membutuhkan jaminan keamanan atas.inves- -
rasi yang dilakukannya di negara-negara yang -

negara industri maju dan baru itu sendiri, (3)
integrasi ke dalam perekonomian dunia lewat
investasi ‘dan perdagangan bebas membawa
risiko mengalirnya barang-barang - terlarang




log:”éx samping bermanfaat karena efisiensi,

- ‘juga berisiko tinggi bagi imgkungan hidup dan -
- timbulnya penyaiahgunaan teknoiog: (ke-:
] | lewat sandi komputer (computer crime).
_ pola konsums: imgg: dan3
sal? kaxena umumnya masyarakat :
Y _sedang berkembang ‘rentan
demonsimtzon q?ecis dan hai xm'ﬁ

-kebanyakan bangsa i negara‘negara sedang

._berkembang, sehingga.kecenderungan pada

pola konsumsi tinggi dan bersifat massal bisa

ﬁyang sedang ber;aian karena

Juga barang konsumsi. Di
: éng tergolong’ Newly. Indus»
untries (NICs) yaitu Korea. Selatan,
Hongkong, ‘Taiwan,, Singapore saja_bangsa-
bangsanya tidak berpoia konsumsi tinggi dan
massal. Jadi adalah _ironis, jika bangsa-bangsa
dari negara yang sedang berkembang dan
masih - berada pada tahap prakondisi untuk
mkeq? sudah memperithatkan pola’ konsum51
tmggi dan ‘massal.Karenanya jika . kecen-
fiak 'rkendah bisa menga
Kinerja“ pembanglinan d| masa masa men—
datang

Keiaimtan ekonomi da]mn ‘era irwestasi
dan perdagangan’ bebas R

1 Bentuk Ke;rczbafan

Penyelundupan Gmugglzng) adaiah bemuk
ke}ahataa lama_yang bisa berimensi baru.de-
ngan memamaa[kan teknotoga komumkam

e.«Indonesm (4) penggunaan tekno—

meskx sebenamya nyata.:
likas negatif yang kei;ma sebenamya :

ka ase yang palmg -puncak dar:.
: ' peredaran yang tidak lagi konvensnonai

berdampak negatif terhadap pembangunan, -
i memmbulkan defisit  neraca -

ntuk, impor bukan. barang -

baik: karena berasal dari negara pengekslao;

maupun karena kondisi alat’ pengangkutnya,
atau karena -:tertahan -di -pelabuhan tu;ugn_
meiebzh: waktu yang ditentukan, - ;

“White collar crime, sepetti transfer uang'

Korupsi, kolusi, dan konspirasi jahat j juga me-
rupakan* bagian “dari kejahatan "ketah ‘putih”
yang-relatif sulit dibukiikan secara: mteml_

- Pasar: gelap (Black marieef) barang—ba

terlarang seperti ‘makanan, ‘miniman, obats . -

obatan’ (drugs) melalui card’ pengemasan dan

~"Mobs, bentuk’ ke;ahaian dengan kekerasan

| yang terorganisasi secara rapih. Contoh: debt
[} belum b:sa dlcapai oteh :

collector, « backing dalam ' perjudian; ° pem-
buangan timbah 3B dan perdagangan drugs,
ierror, agitasi dan - insinuasi, Urban renewal
(pemugaran daerah: perkotaan) juga tidak sepi
dari-backing untuk menekan biaya ganti tugi,
misalnya lewat kebakaran yang direkayasa;
Demikian. juga .perampokan bank .dan- pen-
culikan, anak (kid-nap), yang tidak mungkin
d:lakukan tanpa jaringan. orgamsasz yang
men}utmdammya oS E

-+ Kejahatan: asuransi - (nsurance cnme)
karena kalah: dalam -bersaing - maka ' pabrik,
gudang atau toko/mall berikut barangnya yang
sudah . diasuransikan - dinyatakan seolah-olah
mengalami musibah kebakaran. Kejahatan ini
juga bisa dialami oleh lansia yang berasuransi;
Supaya yang menjadi ahli waris secepatnya
menerima; saptunan (dana) dar: pe;usahaan
asuransi. :

. Pemalsuan  merek- dagang {erkenai dan
pembajakan hak paten, adalah bentuk kejahat-
an yang bermata-ganda yaite. memalsukan dan
menipu. konsumen. Kejahatan | ini dilakukan
dengan menggunakan teknik duplikasi cang-
gih, sehingga relatif sulit, dideteksi dan biasa-
nya punya jaringan. organisasi. yang kuat.

+ “Penggelapan’ pajak,” térmasuk " pemalsuan
restitusi:-pajak-merupakan kejzhatan di bidano

;mn;a})vimm, azpcm de«il CHEAl, CO!’!EQJBE}I’
cargo air transportation, diplomatic bag, dan
sebagamya e e e R
#Penyebaran - "xama dan }i}‘“ﬂy’akii ‘melatui
bahan makanan - import - yang *kedatuwarsa,

ekonomi yang akan semakin marak dalam era
investasi dan perdagangan bebas. . .

* Pelecehan sex dan child abused (penyiksa-
an - ‘anak), ' kejahatan yang ‘bersumber  dari
tekanan - psikologis akibat kefja berat” dan
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masyaraka{ pada mdustri dl mana - "Wakiu '
adakih vang?-Jadi bukan sekedar.iseng atau .

pikiran kalut, tetapi: karena iebib: takut 'pada

_keh:iangan peiuang yang.- beram h:!angnya :

»

"uang.

rele'é;e}isi'daﬁ iﬁ;;ensftas }éejabdi‘aﬁ e

‘umuk dudenmf‘ ka& satu. dan lain . bal karena

falah ”konspimsx ;ahat dl mana apabxla salah
satu pihak membuka rahasia. dapat dipastikan
akan menenma ak:bat fatal

lnten51tas ke;ahatan mengacu kepada
kgp_al_;tas bailc dalam hal pelaku, cara, alat-alat,
maupun ~waktu dan sasaran. -Yang selalu
dihindari . iaiah bukii ;materil, : termasuk -kaia-
kata dan. adegan yang d:rekam (oieh sssiem
pengamanan). - : : :
“Oleh karena, baik fr’e’ku’ensi maupun inten-
sitas “menekankan pada “fools of management
(man/pelaku,’ money/biaya - peralatan, “mate-
rial/jenis peralatan, method/cara; “machines/
senjata, market/pasar=sasaran) of crime, maka
kemampuan - memanage ~ (mengkontrol) - ke-
jahatan :juga -sangat -ditentukan oleh foofs of
management yang ada ‘pada’ aparatur pe-
negakan ~hukum - untuk melakukan coumer
terhadap ke;ahatan N R

Perundang undangan mengenai ke;a.ham
di bidang ekonomi

:Di*Indonesia, - perundang-undangan me-
ngenai-kejahatan di bidasg ekonomi umum:
nya masih banyak yang merupakan warisan
jaman - kolonial, - Misalnya, untuk “sementara
perkara-pérkara yang diatur dalam UU No. 7
Drt.“Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ko-
rupsi, penyidikan dilakukan juga oleh Kejaksa-
an3-. 17U No,: 7 Tahun - 1955 - jelas.:sudah
tertingpal. oleh’ tuntutan perkembangan - era

»cafa dan aiat—aia{ -yang dtgunakan -sudah :

1 ada,

dan “sejenisnya -yang ~kedekatannya:: dengan
perbuatan - merugikan - kepenungan khaiayai{
sangat mungkin, @0y .

“Hingga saat ini tidak ada peraturd per-
undang—undangan ‘yang ‘melarang anak-an:

- it dan’ pata Lerabat’ pejabat negara melak kan
* | Usaha'di" bidang “investasi ‘dan petdagangan
| serta’pemborongan peker;aan vang sumbemya
7w Tingkat: kekerapan. (seringnya) {er}admya _
ke;ahamn bisa distatistikkan ‘tapi: relatif “sulit

(order) berasal dari pemenntah Hal'in
diperdebatkan‘“secara” terbuka ‘dalam’ miass-
media, “tapi argumentasi apa pun’jika ‘di-
kembalikan - kepada ;belum -adanya  peraturan
perundangan-undangan tnengenai - hal i,
makausaha yang dilakukan itu absah adanya.

~ Undang- undang “tentang hak paten ‘sudah
‘tapi “nasibnya’ hampir *sama‘’ déngan
Undang-undang No. 14/1992 tentang lalu-
lintas dan- Angkutan Jalan, yaity tidak mem-
bumi.” Pembajakan’ dan ‘pemalsuan’ te' “saja
berjalan datar dad mulus. oS

" 'Dengan perkataan lain,” perangka ':per-
undang—undangan boieh tengkap dan’ p-to-
date; " tetapi jika tidak - mewu;ud ““dalam
kenyataan pmktek maka akan sia-sia. Apalagn
jika peraturan perundang- undangannya belum
ada, atau belum ‘memadai maka  peluang
untuk” melakukan® kejahatan “di bidang “eko:

nomi ”seakan akan” terbuka lebar.

Hemampuan para peiaksana penegak
hukum v
. Pelaksana penegak hukuom berkaxtan \_de—
ngan lembaga penegakan hukum. Lembaga
penegakan hukum dibedakan -atas _tiga
kategori®, 'yauu vang bersifat yususxal “kuasi
yustisial, non yustisial.

Dalam makaiah ini hanya akan d:bahas
kemampuan para pelaksana penegak: hukom
dari lembaga penegakan hukum yang, bersifat
yustisiai dan kuasi yustisial.

Kemampuan para pelaksana penegah
hukum dari lembaga penegakan hukum yang
bersifat yustisial seperti, badan = peradilan,
badan penvidikan, “badan _penuntitan, 'dan

perdagangan - bebas. Dalam pada iy, -per-
undang-undangan  mengenai kejzhatan  di
bidang ekonomi yang ada di Indonesia belum
memasuki. pengaturan karel, trusi, holding
company, monopoly franchise, tender. semuy,
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badan di mana para terhukum menjalani hu-
kuman, umumnya memiliki kerapuhan mental
oleh karena terkena demonsiration “gffecis
sebagaimana divraikan di bagian awal maka-
lah ini. Godaan materi telah meluniurkan




.komﬁmen mereka i:erbadap peiaksanaan iugas
'Sebaga; penegak hukum : o5t

E 'hukum t;dak mem_

metode da_n peral :

se;ﬁenuhnya. ‘ciikuasat para penegak hukum
Ambzi cont(}h kasus Golden Key (Edy T anzd)

Begasu pu!a pada aparat lembaga pe-
nega.?;an__ hukum . yang kuasi. yustisial, seperti
para .anggota: Majelis -Pertimbangan - Pajak;
Badan . Pertimbangan .. -Kepegawaian, . : Mah-
kamah - Pelayaran. .. Sekalipun .. terlatih . lewat
pengaiaman tetapa tidak- menutup: kemung-
‘kinan badan-badan ini mengalamt adaptability
ga;:ﬁ jika dihadapkan. .dengan. ‘perkembangan
baru dalam era. ‘perdagangan. bebas, -

Dengan -perkataan, lain, lembaga penegak-
an_hukum mengalami- pe:formance.gap di-
samping-adaptability .gap -dan - quality gap.
Dari-segi kelembagaan, .performance gap bisa
diatasi; :dengan: restructuring. Arinya, penata-
an-ulang untuk menegaskan fungsi ‘dan: tugas

penyidikan itu wewenang lembaga penegakan .
hukum yusns:al yang' mana? |

'Adanya ge;ala adapmbxiuy gap pada
mentam 1embaga penegakaﬂ hukum ‘
diatas: denga”} meiakukan reengmeeﬂng v

 Rekayasa- uiang d:periukan pada seuap o
1embaga, sebab ‘tuntlitan. perkembangan
adaan . beriangsﬁng amat cepat Apa yang .
dahulu sudah_ dmnggap adaptable, dengan
lmgkﬁh n, iteknol gl dan kebvtuhan masyas"
rakat temyam km: dtanggap zemnggai e
hmgga menc:trakan kelambanan dan berblaya :
nggi i i |
Qualm gap sangat ‘erat- kmtannya dengan
muty- sumberdaya ‘manusia“‘dan’ ketersedxaan
sarana’ kerja “vang’ d:perklrakan mampu untuk
mengatasi -masalah-masalah* kompieks yang- :
dihadapi:- Aparat:dari “setiap lembaga pe-
negakan thukun, “baik "yustisial ‘maupun kuasi
yustisial mesti - mermiliki- keahltan dalam’ pto-
fesmya supaya tidak bekerja secara “mubazir.
Lihat m:salnya kasus Marsinah. “mesti berapa_
kali® “bongkar™ kuburan dilakukan? Itu sangat
menyentub* perasaan’ iba_ keluarga® korban.
Ke;adzanvkejadtan lain’ serupa ‘it masih bau
nyak untuk " drutarakan sebaga: buku_ker;a
yang t:dak profemonai dari’ aparat embaga.
penegakan hukum. Besar kemungkman hal
tersebut tidak_ sepenuhnya bersumber dan
rendahnya mutu sumberdaya manusm iem—
baga penegakan hukum. . Tapi Yang ter-
pubhkam di masyarakat :alah kendakbere n
cara kerja aparat Iembaga penegakan huk

'i'ingkat k&sadaran hukum masyarakat o

--Pada.. dasarnya individu sebagan anggota
masyarakat akan memiliki kesadaran hukum,
jika ada sanksi. yang tegas. dan nyata terthadap
perbuatan melanggar hukum. Tidak akan-ada
pencanangan ‘Gerakan : Disiplin ‘' Nasional, jika
memang tidak ada dagiyang memerlukan:
pendisiplinan.-Di Singapura, orang membuang

POKOK™ (misi uama)’ dan Tiaptiap” lembaga
penegakan hukum' baik yang bersifat- yustisial
maupun ' kuasi -yustisial. ‘untuk ‘menghindari
tumpang-tindih pelaksanaan -fungsi~dan tugas
pokoknya. Misalnya, menurut KUHAP:“1ugas

puntung rokok sembarangan langsiing ‘dikenai
denda; Di Amérika’ Serikat perbuatan Jiftering
(buang sampah sembarangan)” di* jalanan
umum langsung : dlkenaz denda Bagaxmana dn
negara Kita? i & - -
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- vDari.contoh-contch :mengenai hal-hal kecil
tadi, kita coba proyeksikan ke hal-hal yang
besar. untuk -bisa mengetahui tentang bagai-
mana tmgkat kesadaran hukum ﬁmsyarakai

3P3k3h para Peﬂgguna jalan
taat hukazm? Mengam mas:h ada

Bekasi: beium uga tertangkap? Mengapa’i_ di
termmal terminal “dibiatkan “pungli ‘oleh - para
" preman’ beropetdsi? Jawabnya hanya “satu,
yaitu tidak ada sanksi yang tegas dan nyata
dari.para.penegak hukum, Jika.ini dibiarkan
beflanjut maka -menghadapi era. perdagangan
bebas - keadaan ;yang chaotic. (kacau) akan
semakm menjad:v}adi

Kesadaran hukum masyarakat dl negara
m_an._a pun tetap tidak bisa diharapkan mening-
kat, jika:.sanksi yang tegas . dan nyata. tidak
dibﬁktﬂcan Jika .aparat lembaga. penegakan
hukum . yususmi .bersikap . permissive  (bisa
diajak. kompromi), .maka . peluang ini. akan
dmanfaatkan secara optimal  oleh setiap
anggota masya:akat yang berurusan dengan
lembaga penegakan hukum. Jangan meng-
hadap masyarakat berszkap dan berpenfaku
um hanya lewat KADARKUM karena
haE itu bakal lenyap dengan segera setelah
peny‘uluhnya tidak berdinas'lagi.

_ Defnm ‘hukum secara sempit mlah per—
aturan yang apablla dsianggar dapat menim-
f _yang  tegas  dan nya[a
Pembinaan  kesadatan ~ hukum masyarakat
seharusnya berangkal dari sini, sebab konkret
dan tidak “mungkin ada kompromi. Ketika
"petrus” (penembak misterius) beraksi, masya-
rakat secara “diam-diam - mendukung, karena
hasilnya konkret. : Jadi. sebenarnya - ada - indi-
kator: bahwa . masyarakat tidak menginginkan
orang-orang -jahat ‘secara berliku-liku diadili,
atau bahkan akhirnya ‘bebas. Tetapi di balik
itu,. sebenarnya . masyarakat - iiu . cenderung

budaya: masyarakat kita yang ascripiize {(ma:
nut), meneladani para pemuka masyarakatnya,
tak. terkecuali para. penegak. hukumnya..Jika
yang . d:;ad[kan panutan mencontohkan - taat
hukum, maka kesadaran masyaraké% '
bukum berkembang pesat.. Sebalikny.
yang duadlkan panutan bersikap da
penEaE(u melecehkan _hukum, . maka .
rakat_akan bertingkahlaku_jauh. leb:h uruk
dan yang d:duga sebeiumnya .

Kebijaksanaan pemerintah

Berbaga; kebijaksanaan (pokcy) yan d1—
tetapkan pemerintah untuk menanggulangi ke-
jahatan di bidang ekonomi telah dioperasikan.
Dahulu pada tahun 1970-an ada Komisi:Anti
Korupsi, - kini . ada . ketetapan baru.,
dthapusnya pungutan tak resmi- dan ]
(tapi .dasarnya hanya. Perda) .pada. ketenaga—
kerjaan dan. berarti. pada .kegiatan. s proses
produksi yang . banyak menggunaka ]
kerfa, Undang -undang No. ZI/PNPS/ 1963

monvasn mercmgtong negara Berbaga _
dalam 'KUHP, . KUHD, dan hukum =iiif

adaprable dengan perkembangan masa'kml
dan abad 21. Dalam dunia bisnis, atbitrase
justru merupakan cara penyelesaian sengketa
yang " dinilai menguntungkan karena* murih,
sederhana, singkat, dan ditangani oleh ahlinya;
walaupun - pranata “arbitrase “int masih “ber:
dasarkan ketentuan lama (pengaturannya oleh

RV), ‘sehingga menghasilkan cara penyeiesa:an'

sengketa yang tidak memuaskan

Yang belum ada, sepem disebutkan tacis
ialah * undang-undang ‘anti monopoli, “trust,
kartel, dan-undang-undang mengenai farangan
pejabat negara dan - keluarganya -melakukan
kegiatan investasi dan perdagangan sehingga
patut -diduga memiliki korelasi - dengan “ke-
kuasaan.  Kritik ' vang dilontarkan oleh*Kunio

uniuk -mentaail hukum jika dicontohkan oleh
para penegak hukum melalui spatu tindakan
yang nyaia dan. berbekas .

» Dengan. demikian, kesadafan hukum ma-
syarakat kita tidak terlepas dari sifat-sifat dasar
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(1989) "dalam tulisannya “mengenai: "Ersatz
Capitalism” “menyebutkan bahava yang:akan
dialami kelas menengab vang tumbuh karena
kuat  keterpantungannya ‘pada kekuasaan,
Pahaya mizna bisa mengancam inlegritas




' nas;onal daiam_banyak negara korporas: (cor- :

masuk berbaga Ke
telah ‘banyak dllakukan rnelalm penyusuna
dan . ‘pembentukan peratumn perundang—.
'undangan Namun ]ﬁca pa

: _-penafsxran dan berbaga: peralatan hukum lain
yang bisa menjadi salah satu unsur. pembaruan._
hukum maka hukum posn'
iy menjadi -

. jadx keb:;aksanaan pemermtah yang men-
duku _ penangguiangan ke;ahatan di-bidang

nd th Ru:b. Stotw Down Austm.
Umvers;ty of Texas Press. Pp. 259-301. '
Sesuai bunyi Pasal 284 ayat (2) KUHAP masa
‘peralihan ini berlaku. selama dua tahun sejak
berlak UHA (UU No. 8/1981). Tapi

: -Llhat Dr Baglr Manan SH., MCL. Perspekt.xf .

Saraseban’ Hulwm, Kepolisian Daerah }awa
Barat, Bandung, 11 Maret 1996. .

Doumz & Schreuder Op. Cit.

Bica: "KOMPAS, 23 Maret 1996 mengenai bis.
umum Kramat Djati yang menabrak Jeep.
Canvas- Polri .jalan tol Jagorawi dan meng- :
ahbztkan tez]admya kebalcarari yang menewas—; -
kan'31 jorang, itapi- sopunya yang mabu Vitu
bisa’ mmyc!amatkan diri:: s 2
Baca:.:Kunio, = K: (1989) Ersarz Capualmn :
Tokyo: Kogakhusa; ‘McGraw-Hill, Inc. e
Bagir Manan (1996)- Op. Git. Him:19. - .

41,

Lembaga’ Penegakan Hukum pada PELITA vII» "






